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RINGKASAN PEHELITIAN 

LARANGAN MERGER DALAH UU NOMOR 5 TAHUN 1999 
TENTANG ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SKHAT 

(L. Budi Kagramanto, Hachsoen Alj. Rahmi Jened, 2001, 26 halaman) 

ppn·~1itian dengan judul .. l.al'angz'in fferi?:er Dalam flll No. 5 
Tahun 1999 yang mengatur tentarg Antimonopoli dan Fersaingan , 
Usaha Tidak Sehat .. ini dilakuk;:;fl deng:an maksud untuk menjsHab 

permasalahan : (1) Bagaimanakah ketentuan merger diatur dalam 
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti monopoli dan persaingan usaha 
Tidak Sehat ?, serta (2) Bentck merger yang bagaimana yang 
dianggap sebagai praktek monopOll serta dapat mematikan usaha 
lain, yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999 ? 

Persoalan tentang pengaturan perbuatan atau tindakan 

merger dalam UU No.5 Tahun 1999 yang mengatur ten tang Anti 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di tanah ~ir semakin 
menarik untuk dicermati. Pada prinsipnya perbuatan atau 
tindakan merger (penggabungan' suatu usaha diperbolehkan. 
sepanjang pelaksanaan perbuatan merger itu dilakukan secara 
terkendali, terarah serta bermanfaat dan tidak merugikan 
kepentingan pelaku usaha lainnya serta tidak menimbulkan 

praktek monopoli dan persaingan curang yang berakibat 
merugikan orang lain. 

Berdasarkan pengalaman yang ada dilapangan, pada umumnya 

merger dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU 
No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No.5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek ~0nopoli dan Pprsaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

ketentuan merger usaha yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1899 
tentang Antimonopoli dan pp~saingan Usaha Tidak Sehat. 
Disamping itu penelitian ini j~ga bertujuan untuk mengetahui 
bentuk-bentuk merger yang dilarang dalam UU No.5 l'ahun 1999. 

Disamping itu penelitian ini bersifat diskripsi analitis 
d engan menggunakan metod e indu k t i f yan.g d i 1 engkap i pn I a d eng an 
kajian normatif, yakni yang mendasarkan pada kajian normatif 

yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan (UU No.1 

Tahun 1995, PP No. 27 Tahun 19~B serta UU No.5 Tahun 1999) 
yang mengatur tentang merge~ berdasarkan UU 

pengaturan merger dalam UU AntiDonopoli. 
PT serta 

Guna menunjang kajian tersebut, maka diperlukan data 
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berupa bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari berbagai 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan clengsn 
In erg e r cl ~'l 1 a In U U An tim 0 n 0 pel i d an per sa: ;-,g" a n 1l:3 ci h :1 i.: ,hi j, ~. :; a I 

Se{jan~~kan bD.l-l&rl hukurn sekUn(:i-~l- ~-J8P8t djpe~('O]8h <j;~i.ri i i t.e.L·3.i~.UJ., 
1 ' • m:3 f-:al an hasil penelitiap . i ~.< : 

, 1 m j :'i;, . ." t ;,~ 

• : .• f 

~. • ; . ~ r-~ 1 - .~ -~:~ 

'1' 

s a r :3 r ' ,ee;:1 ~'::O ", 

!:-=:nl,':rut F3.~3dl liJ2 ayat (1) UU N,'} , 1. Ta hiln 1:H5 ( IJ! i 

Fer.3er(;Cl.n yang clirnaksud 
( pen g g :'i bun g an) 8. cI a 1. a h S I J. a t J] per h Ll 8 tan h u k u m y 8. n ,f?" oj j J a E lJ k:3 n 

oleh s.stu perusahaan atau lebih untu;{ dapat. Hlengtrabnngkan ·::iJri 

menjadi satu dengan perusahaan yang teJah ada atau meleburkan 
diri dengan perusahaan lain dan kemudian mernben~uk perusahaan 
baru, 

Persoalan merger yang ,berkait dengan aspek persaingan 
usaha juga diat.ur dalam Pasal 104 ayat. (1 b) UU No, 1. Tahnn 
1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang antara :ain 
disebutkan, bahwR 

"perbuatan hukulTJ pengis'abung'an. peleblll'8.n dan peng'81lJLlJ:la)ihan 
per-seroan harus mel11perh8tikan pula : 
- kepen t lng"an mas,Yaraka t dan persa lng'an seha t da lam lllelEtKU ka17 
Llsaha ". 

~; e 1 :3 :J n d i at u r d a 1 am U UNo, 1 T chI) n 19 85 , In erE; e l' jug a 
diatur delam UU No, 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Honopoli dan Persaifigan Usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 
29, 

F'8.sa 1 ~2{1 : 

(.7) Pe.Laiw Llsaha dilaranl{ melakuktw penggabung;an atau 
peleburan badan LJsaha yang' dapat mengakihatkan 
terjadlnya praktek lTJonopoli dan ataLJ persaingan usaha 
t id8k seha t . 

Pelaku usaha dilarEwg melakukan peng'alllbilalihan 
perusahaan lain, apabila tindakan tersebllt 
llleng'ak i ba tkan terjad inya prak tek lTJonopo] i dan 
persaingan usaha tidak sehat 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau 
pelebLlran badan usaha yang di1aI'ang sebagaimana 
dilllaksud da1am ayat (1). dan ketentuan lllengenai 
pengambi1a1ihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud 
dalalll ayat (2), diatur dalalll peraturan pemerintah. 

Selain mengatur masalah pangsa pasar, masalah yang 
berkaitan dengan pengumpulan aset yang dianggap berlebihan dan 

mengganggu prinsip monopoli dan persaingan usaha juga 

dalam DU No. .5 Tahun 1999. Masalah pengumpulan aset 

berlebihan ini diatur lebih lan.lut dalam Pasal 29 Ull 

Tahun 1999, yang berisi antara lain 

diatur 
yang 

No. I .5 

- Penggabung"an atall pe1ebul'an badan usaha. atall 
pengalllbi1aJihan sahalll sebagaimana dilllakslld dalam pasa1 28 
yang" herak.ibat n11ai aset dan atau l1i1ai penjua1annya 
me1ebihi JUlll1ah tertentu. wajib d.iberitahukan kepada Komisi .. 
Selaltlbat-1alllbatnya 30 (tigapu1uh) hari seJak tan,gi5'al 
penggabungan. peleburan serta peng"allJbilaJihan tersebut. 

Ketentuan Illengenai penetapan ni1ai aset dan atau J7.i1ai 
penjua1an serta tata cara pelllberitaJman sebg"ailllana dilllaksud 
dalalll ayat (1) .. akan diatur da1am Peraturan Pemerintah. 

Ada beberapa kesilllpulan yang dapat disampaikan, yaitu 

bahwa pengaturan larangan merger dalam UU No.5 Tahun 1999 

tentang Larang"8n Praktek l1onopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat banyak diilhami oleh beberapa kejadian serta praktek 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang 

cenderung merusak tatanan kehidupan perekonomian yang 

mendambakan prinsip usaha antimnnopoli dan persaingan usaha. 

Secara Khusus pengaturan merger dalam IJU No.5 Tahun ]899 

juga melarang pelaku usaha untuk melakukan penggabungan maupun 

peleburan serta pengambilalihan sa ham darj perusahaan lain 

yang sifatnya dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoJi 

dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu dalam UU No.5 

Tahun 1999 masalah pengumpulan aset yang berlebihan serta 

mengganggu prinsip antimonopoli dan persaingan usaha melalui 

perbuatan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan saham 

perusahaan lain juga dilarang 

Disarankan pula, bshwa seba:knya Indonesja hznTS m,~mat.uhj 

pelaksanaan UU No. 5 Tahun ]888 ini agar supaY8 dalam 

melakukan kegiatan usahanya dapat lebih tenang dan tidak akan 
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mengganggu kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku 

usaha la innya. Hendakny-a !It! Anti Monnpo]:i dan F'ersaingan Usahel 

lnJ djIaksanakan dengen penuh tan~gung jawab dan konsekuen. 

untuk lebih memperlancar kehidupan perekonomian nasional. Jika 

ada pelaku lJsaha yang melangg:ar ketentuan yang ada dalam IlU 

NO.5 Tahun 1999 seyogyakan dilaporkan kepada Knmisi 

(L.P. FakuJtas Hukum Univer!,:~jtas /'lrlang:ga Nc. 

677/J03. 2 !PG/20Q1, tangZFl 2 Juli 2001) 



KATAPENGANTAR 

Persoalan tentang pengaturan perbuatan merger dalam UC ~o. 5 Tahun 1999 

yang mengatur tentang .Anti '\lonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di 
1 

Indonesia semakin menarik untuk dicennati. Perbuatan merger pada prinsipnya 

diperbolehkan sepanjang pelaksanaan perbuatan merger itu dila1.:ukan secara 

terkendali, terarah dan bermanfaat serta tidak merugikan kepentingan pelaku usaha 

dan tidak menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang. Berdasarkan 

pengalaman yang ada dilapangan pada umumnya merger dapat dilakukan dengan 

baik sesuai dengan ketentuan lTU 1\0. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan 

lJU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek f\r1onopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

Penelitain ini terlaksana berkat dukungan dari sumber dana DIK Rutin Unair 

Tahun 2001 serta berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 5307/J031PG!200L 

tanggal 12 Juni 2001. Kepada semua pihak yang te1ah membantu terlaksananya 

penelitian in~ kami selaku peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa 

kami mohon kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini di masa mendatang. 

Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembaca serta pengembangan 

ilmu, khususnya ilmu hukum di kemudian hari. Akhir kata pene1iti mengucapkan 

terima kasih dan mohon maaf yang sebesar_-besamya. 

Surabaya, Nopember 2001 

Peneliti 
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BABI 

PENDAHGLUAN 

Sejak persetujuan Putaran Cruguay dalam GATT (General Agreement on TarUl 

and Trade) disahkan pada 15 Desember 1993 di Jenewa~ dan setelah lJl.' :No.7 Tahun 

1994 yang mengatur tentang Pengesahan Agreement of Establishing World Trade 

Organi:=ation (fVTO) diberlal'Ukan, serta berdirinya AFTA (ASEAN Free Trade Area) 

dan APEC (Asia Pacific Economic COoperation), Indonesia telah bettekad untuk ikut 

serta dalam lingkup perdagangan regional dan internasional. Indonesia sangat 

berkepentingan atas diterapkannya proses pentahapan liberalisasi perdagangan 

regional di kawasan ASEAN yang dimulai pada 1993, serta untuk perdagangan 

internasional (global) yang dimulai pada 1994. 

Pada intinya G4-TT ini dibuat untuk mengatur liberalisasi perdagangan dunia 

yang bebas dan adil (free trade and fair trade), dimana pangsa pasar suatu komoditi 

secara ekonomis semata-mata ditentukan oleh keunggulan komoditi itu sendiri. 

Dengan demikian persoalan tentang hambatan tarif maupun hambatan yang 

disebabkan adanya '''protektij sangat tidak diharapkan kehadirannya dan harns 

dihilangkan pada perdagangan dunia yang bebas dan adil. Hambatan mengenai tarif 

dan pemberian proteksi yang berlebihan hanya akan mengganggu lalu lintas dan 

menghambat masuknya suatu komoditi tertentu ke suatu negara (JJalwwd T1lOlla, 

1998,' Iz. 1 dan 11). 

Diakui atau tidak, bahwa di awal abad XXI (21) ini banyak terjadi perubahan 

serta pergeseran yang begitu cepat baik di bidang perekonomian, moneter, industrL 

bisnis/usaha di berbagai belahan dunia. Sehingga tak berlebihan, jika John Naisof!t­

pun mengatakan, bahwa: (Sidgwicl,k & Jackson, 1999: Iz. 12) 

"sua1u saat nanti dunia yang dihuni oleh rnanusia akan berubah menjadi Sllatu 
perkampungan global dengan pola satu sistem perekonomian atau single 
econom:v system". 
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Konsekuensi bagi Indonesia., bahwa dunia bisnis sebagai suatu perbmpungan 

global dalam kesatuan ekonomi dunia tanpa batas periu mendapat perhatian. Sebab 

tak mungkin lagi kita akan mengelak dengan prinsip-prinsip bisnis global (business in 

global principles), perdagangan bebas (tree market) serta tindakan persaingan usaha 

yang bebas dan sehat (free andfair business competition practIces). 

Untuk me\-"ujudkan corak serta konsep perekonomian yang menganut sist'em 

pasar bebas dan persaingan sehat seperti yang diidam-idamkan oleh dunia usaha di 

Indonesia, maka dikeluarkanlah produk hukum barn, yaitu Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 yang mengatur tentang "Larangan Prak-:tik Afonopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehaf' , yang mulai diberlakukan pada 5 Maret 2000. Sebelum Undang­

un dang Nomor 5 Tahun 1999 ini disusun, ternyata pemerintah RI telah menerima 

masukan berupa referensi dari UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development). 

Salah satu referensi yang diberikan kepada pemerintah RI adalah, bahwa 

apabila pemerintah RI akan membuat suatu model atau pokok-pokok substansi materi 

yang nantinya diatur dalam UU Antimonopoli dan Persaingan usaha, maka produk 

undang-undang tersebut hams sarna dengan produk Undang-undang Antimonopoli 

dan Persaingan Usaha yang dibuat oleh beberapa negara lainnya sesual dengan 

stan dar internasional yang telah ditentukan (Newsletter. 1999: h. 21). 

Selain itu lahirnya UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha dimaksudkan untuk 

antisipasi dihapuskannya praktek kegiatan usaha yang berbau "KKN" seiring dengan 

semakin menguatnya tuntutan reformasi di segala bidang. Salah satu tuntutan tersebut 

adalah reformasi dan revisi di bidang hukum, yang terdiri dari : 

a. sarana dan prasarana huf..:um: 

b. meningkatkan / .. :-inerja serta ""lAalitas sumber daya manusia aparat penegak 

hukum; serta 

c. beberapa peraturan perundangan yang dinilai sudah tidak memadai lagi dan 

tidak memenuhi aspirasi serta rasa keadilan dari masyarakat. 
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Dengan lahimya undang-undang tersebut diharapkan pemerintah RI dapat 

segera memberantas praktek-prak1ek monopoli serta persaingan tidak sehat yang 

tumbuh subur dan berkembang selama pemerintahan Orde Baru berkuasa. 

Ada beberapa alasan, mengapa persoalan monopoli usaha dan persaingan usaha 

ticbk sehat tumbuh :,ubur sewaktu pemerintah Orde Baru berkuasa. yakni antara lain : 

(Sf. Relluny Sjahdeini, 1993 : h. 3) 

a. Pemerintah menerapkan konsep, bah'tva perusahaan-pemsahaan besar 
perlu ditumbuh kembangk:m agar menjadi lok01110tiJ pembcmgunan del1gan 
diberikan perlakuan khusus. misaln:va mendapatkan proteksi lIntuk 
menghalangi masuknya perusahaan lain cia/am bidang usaha yang sa111a 
(monopo!;): 

b. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan­
pemsahaan tersebut bersedia menjadi pionir di setiap seJ..10r usaha yang 
ditekuni1~wl. Tanpa monopoli dan proteksi. pemerintah mengalami 
kesulitan memperoleh modal dari investor: 

c. Untuk menjaga berlangsungnya praJ...7ek KKN bagi kepentingan kroni 
mantan Presiden Suharto dan para pejabat yang berkuasa. 

Dalam dunia usaha1bisnis, persaingan harus dipandang sebagai hal yang wajar 

dan positip, karena apabila dalam suatu pasar terjadi persaingan sempuma, maka 

pasar tersebut dianggap sebagai pasar yang ideal. Agar suatu pasar dianggap ideal, 

maka ada 4 (empat) hal yang diperhatikan, yaitu : (Robert S. Pind)'ck and Daniel L. 

Rubinjield, dalam Hikmahanto luwana, 1999: II. 30) 

a. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk 
barang dan jasa. karena yang menentukan adan_va harga adalah pasar 
berdasarkan eqUilibrium permintaan dan penawaran yang seimbang; 

b. barang serta jasa .'rang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah sama. baik 
dalam jumlah maupUl1 kualita'inya; 

c. pelaku usaha bebas menentukan. apakah dia mau masuk .1tau keluar dari 
pasar, serta 
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d. baik konsumen serta pelaJ...-u usaha memililci informasi yang sempuma 
menge/wi berbagai hal J'ang berkaitan dengan selera, [jngkat pendapatan, 
biaya maupun teknologi yang dipakai untuk menghasilkan barang serta 
jasa. 

Suatu pasar yang berjalan dengan mekanisme persamgan sempuma sangat 

didambakan oleh para pelaku usaha. ~1ereka beranggapan, bahwa persaingan yang 

sempuma merupakan sesuatu yang esensial dalam ekonomi pasar. Akan tetapi dalam 

kenyataannya, dalam suatu persaingan yang sehat, justru banyak dijumpai pelaku 

usaha yang ingin melakukan perbuatan merger pada perusahaannya. 

Prak1:ek merger sebetulnya diperbolehkan, sepanjang perbuatan tersebut 

bennanfaat bagi semua pihak dan semata-mata ditujukan untuk pengembangan dunia 

usaha. Perbuatan merger merupakan kegiatan yang pada akhir-akhir ini banyak sekali 

tetjad~ walau sebetulnya dalam UU No.1 Tahun 1995 yang mengatur tentang PT, 

perbuatan merger diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi 

pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat dan bahkan persaingan 

usaha. Disamping itu yang periu diperhatikan adalah, bahwa meregr dapat 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena merger dapa! berdampak pada 

semakin berkurangnya persaingan usaha. 

Paling tidak ada 2 (dua) efek negatif (Jfunir Fuady, 1999 : h. 90) yang dapat 

ditimbulkan oleh perbuatan merger terhadap persaingan usaha yang dilakukan secara 

sehar dan sempuma, yaitu : 

a. bertambal171ya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan semakin 
tingginya harga produk barang dan jasa, dan hal tersebut dapat berakibat 
pada semalcin berkurangnya jumlah barang dan jasa yang beredar di 
pasar: 

b. kekuatan pasar menjadi semakin besar yang pada gilirannya dapat 
mengancam kelangsungan hidup_ pelaku usaha dalam skala kecil -
menengah. 
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Dalam pasal 28 ayat (1) LTLT No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

lvlonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan, bahwa : 

"pelakll usaha dilarang melakukan penggabungan, peleburan badan usaha 
meupun pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan 
teIjadinya praktek monopoli dan atau persaingan us aha tidak sehaC. 

Ketentuan di atas menunjukkan, bah\va perbuatan merger, akuisisi sel1a 

konsolidasi perusahaan dilarang, apabila tindakan tersebut dapat membahayakan 

usaha yang dimiliki oleh pelalm usaha yang kebetulan memproduksi barang maupun 

jasa yang sarna. Oleh karenanya perbuatan merger dalam praktek bisnis merupakan 

obyek pengamatan serius bagi hukum yang mengatur tentang anti monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat. 

Jika dibandingkan dengan pembentukan kartel dan trust yang merupakan 

perjanjian yang sifatnya sementara, merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan lebih 

bersifat pennanen dan sangat mengharnbat laju perkembangan usaha lainnya (AsriJ. 

SitompuL, 1999 .. II. 67). Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa apabila 

perbuatan merger perusahaan ini dibiarkan berkembang dan tidak adanya kontrol 

yang baik dari pemerintah, maka perbuatan merger jelas-je1as merupakan suatu 

pe1anggaran. 

Pasar dengan persaingan sempurna tidak akan mempermasalahkan, apakah 

merger itu dilakukan dengan saling menukar saham atau tidak. Juga tidak 

memperhatikan, apakah merger terjadi karen a adanya pengambilalihan kekaya7m 

antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Hanya saja diharapkan agar 

pe1aksanaan LTV Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat memantau 

setiap perkembangan usaha dari pelaku bisnis, terutama terhadap pelaku usaha yang 

telah melakukan perbuatan merger perusahaan (ELIPS - Partnership for Business 

Competition, 1999 .. h. 97). Diharapkan dengan adanya perbuatan merger yang 

dilakukan oleh pelaku usaha maka jangan sampai perbuatan merger justru akan 

mematikan persaingan bisnis, penguasaan pasar dan sebagainya. 
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Pada dasamya satu perusahaan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi 

satu dengan perusahaan lain yang telah ada sebelumnya atau meleburkan diri dengan 
l 

perusahaan lain dan membentuk perusahaan baru. Penggabungan us aha dalam bentuk 

merger ini bisa terjadi bila dua perusahaan melakukan penggaungan, di mana satu 

perusahaan menyerap perusahaan lainnya. Perusahaan yang menyerap tetap exist 

sedangkan perusahaan yang diserap menjadi hilang. 

Secara umum ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, bila perusahaan 

melakukan penggabungan (merger), yaitu : (AsriJ Sitompul, 1999: h. 62) 

a. memperbesar/mengembangkan usaha; 
b. meningkatkan efisiensi; 
c. menghilangkanlmengurangi risiko persaingan; 
d. menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi; 
e. diversifikasi produk dan pelayanan meningkat: 
;: upaya defensive terhadap kemungkinan take over. 

Dalam pelaksanaannya penggabungan (merger) usaha ini akan menimbulkan 

berbagai akibat, baik pada perusahaan yang melakukan merger maupun perusahaan 

yang menjadi target merger. Beberapa pcngaruh tersebut antara lain: (Asril Sitompul, 

1999: II. 63) 

a. peralihan kepemilikan aset dan saham: 
b. peralzhan tanggung jm-vao atas hutang dan hak alas piutang: 
c. peralihan hak dan tanggung jmrab alas on-going contracts: 
d. perubahan bentuk organisasi perusa!JLwn; 
e. perubahan manajemen penlSailaal1. 

Pasal 104 lJD No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkaIL 

bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus memperhatikan 

kepentingan pemegang saham minoritas (hila! [.iLl jVo. 1 Tahun 1995). Salah satu 
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kepentingan pemegang saham minoritas yang hams dilindungi adalah dalam hal, 

apabila pemegang saham minoritas tidak setuju dengan rene ana merger pemsahaan. 

Hak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui rencana merger pemsaha.ln 

secara yuridis tetap hams dilindungi, tcmtama tcrhadap upaya penjualan sahamnya 

kepada perusahaan dengan harga yang wajar setelah dilakukan penilaian. 

Bia...,anya perusahaan diwajibkan untuk membeli saham mercka, dan bila 

pembelian ini telah melewati batas jumlah pembelian yang dibenarkan oleh UU, 

maka perusahaan wajib mengusahakan agar saham-saham terse but dibeli oleh pihak 

lain dengan harga yang wajar. 

Berbagai kasus merger telah lama tetjadi di Amerika Serikat. dan kasus terse but 

menjadi salah satu da...,ar pembahasan dalam menangani kasus merger selanjutnya. 

:\1ahkamah Agung di Amerika Serikat pemah menyatakan, bahwa setiap merger yang 

tetjadi di beberapa perusahaan besar dan saling bersaing merupakan suatu persetujuan 

yang menghambat perdagangan. Oleh karenanya banyak tindakan merger perusahaan 

melanggar Section J Sherman Act J 890. 

Namun pada kasus-kasus selanjutnya !v1A Amerika agak melonggarkan 

penafsiran The Sherman Act 1890, dengan menerapkan pendekatan prinsip rule of 

reason dengan menguji setiap kasus merger. Penerapan prinsip rule of reason ini 

nampak dalam kasus United States ,'s. United States Steel Corp. yang menyatakan, 

bahwa merger di antara perusahaan-perusahaan baja yang membentuk satu 

perusahaan dengan kapasitas 80 <?'<1 - 90 % dalam industri dasarnya, temyata tidak 

melanggar Section 1 (dalam Shennan Act Section 2), meskipun merger dilahukan 

untuk mendapatkan monopoli. 

Akhirnya .\IV\' Amerika Serikat memutuskan, bahwa US Steel secara ril tidak 

berhasil menghimpun kekuatan monopoli seperti yang telah dikhawatirkan oleh 

banyak pihak. Sejak itu, pengadilan di USA bisa menerima dan menerapkan rule of 

reason dengan melihat, mempertimbangkan tujuan selia dampaknya bagi usaha yang 

sedang ditangani oleh pelaku us aha lainnya berdasarkan Section - Clayton Act. 
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Selanjutnya penerapan Sherman .-lCl dan Clayton Act- terny-ata sudah tidak 

memadai bagi kalangan hukum di USA. Hal ini nampak pada jumlah larangan merger 

yang telah diajukan oleh Federal Trade Commission (FTCj yang hanya mencapai 15 

perusahaan dalam kurun waktu antara 1914 hingga 1950 (36 tahun lamanya). 10 

(sepuluh) perusahaan diantaranya didasarkan pada penerapan Sherman .,-Jct. dan ada 

kecend~rungan penguasaan pasar yang semakin meningkat. 

Berdasarkan kondisi serta kenyataan yang ada, akhirnya pelaku usaha dilarang 

untuk melaksanakan merger dan akuisisi baik langsung maupun tak langsung, baik 

selurulmya maupun sebagian sahanmya atau aset perusahaan lain yang dapat 

menimbulkan hambatan perdagangan serta tetjadinya praktek-praktek monopoli yang 

merugikan pelaku usaha lainnya. 

Ada beberapa bentuk merger yang berpotensial melanggar prinsip-prinsip anti 

monopoli dan persaingan us aha secara sehat, yaitu nerger horizontal, vertical dan 

merger konglomerat. Nlasing-masing bentuk merger tersebut dapat dikenali, baik 

dalam praktek maupun literatur, terutama jika dilihat dari aspek produksi yang 

dihasilkannya, yakni : 

a. :Merger horizontal: 

~iIerger horizontal ini merupakan merger yang tetjadi diantara perusahaan yang 

saling bel'Saing dimana pabrikan membuat berbagai produk yang sejenisitipenya sarna 

atau beberapa distributor saling bersaing menjual berbagai produk pada pangsa pasar 

yang sarna. Dalam Black's Law Dictionary disebutkan, bahwa merger adalah : 

(Black's Law Dictionary, 1991 : II. 683) 

Oo;.\Ierger beKl'een business competitors. such as manufacturers ofrhe same type 
products or dismbutors selling competing products in the same market area". 

Pada merger horizontal tnl bisa pula terjadi beberapa perusahaan 

menggabungkan diri dan menghasilkan produk-produk yang sejenis. Ada 

kemungkinan dalam merger ini perusahaan yang bergabung bergerak dalam usaha 

sejenis atau bahkan sebelunmya antara beberapa perusahaan yang ada satu sama lain 
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saling bersaing. Bisa jadi perusahaan yang bekerja sarna ini untuk sebagian besar 

rnempunyal pangsa pasar yang sarna. Misalnya, perusahaan yang menghasilkan 

produk pakaian jadi mengadakan penggabungan dengan perU';ahaan yang 

menghasilkan produk sempa. Dapat pula terjadi penggabungan pada dua perusahaan 

rninuman bir yang sebelumnya mempunyai sasaran penjualan di kota yang sarna dan 

pembelian bahan ba1.u yang sarna pUla. 

Bentuk merger horizontal ini masih dibedakan pula ke dalam : (Ibid: II. 68.?) 

short form merger: 
a number of states provide special rules for the merger olu subsidiary 

corporation into its parent where the parent 0't1'11S substantial~1' all {{f the 
shares of the subsidiary. 

Shorts form mergers under such special statues may generally be 
effected by : a doption of a resolution of merger by the parent corporation, 
mailing a copy of the plan of merger to all shareholders of record of the 
subsidiary, and filing the executed articles of merger with the secretary of 
state and his issuance of a certijicute {{f merger. 

Short fonn merger ini terjadi dalam hal penggabungan yang dilalmkan oleh 

peru<;ahaan induk (parent company) dan anak perusahaannya dalam hal si induk 

peru<;ahaan memiliki saham mayoritas mutlak. Berdasarkan karakteristiknya, maka 

penggabungan ini tidak memerlukan persetujuan RlJPS baik dari peru<;ahaan induk 

maupun anak perusahaan (A. Zen Umar Purba, 1992: h . • U). 

reserve subsidiary merger: 
a merger involving a subsidiary {{{the acquiror and acquiree in which 

the acquiree is the surviving entity (and becomes a subSidiary ({f the 
ucquiror) 

stock merger: 
merger imJolving the purcha<;e by ane comppany {{{ the stock {{f 

another company. 

subsidiary merger: 
a merger involving a subsidiary' of the acquiror and acquiree in 

which the subsidiary of the acquiror is the surviving entity. 
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triangular merger : 
a method of amalgamation of two corporations bv \1-'hich the 

disappearing corporation is merged into a subsidiary' c{ the surviving 
corporation and the shareholders of the disappearing corporation receive 
shares qf the surviving corporation. In a reverse triangular merger the 
subsidiary is merger into the disappearing corporation so that it becomes a 
whol~v owned subsidiarr of the surviv111g corporation. 

up stream merger: 
a lnerger C!l a subSidiary corporation into' its parent. 

Untuk mengetahui apakah suatu merger horizontal ini dianggap dapat 

melanggar prinsip anti monopoli dan persaingan sehat, hukum harus 

mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain : (Munir Fuaily, 1999: h. 1./6) 

a. Post Merger Concentration 
Berkaitan dengan ini. maka akan dilihat bagaimana konsentrasi pasar 
setelah dilakukannya merger tersebut. 

b. Peningkatan konsentrasi pasar kerena merger. 

b. :Merger vertikal : 

Dalam merger vertikal ini ada beberapa perusahaan yang mempunyai 

perbedaan dalam tingkat operasi produksi saling menggabungkan diri dalam satu 

perusahaan atau beberapa perusahaan yang saling menggabungkan diri sebelwnnya 

menghasilkan produk-produk yang saling terkait satu sarna lain. Tujuan merger 

vertikal ini sebenarnya untuk efisiensi saja, karen a ada kerja sarna antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lain yang memproduksi atau mengolah lebih lanjut 

produksi yang telah dihasilkan oleh perusahaan yang pertama. !\1isalnya dalam kelja 

sarna antara pabrik pemintalan benang dengan pabrik tekstil. 

Segi positif lainnya pada merger bentuk ini adalah a<h1nya motif untuk 

memberikan jaminan pengolahan terhadap bahan baku yang sudah ada sebelumnya 

untuk dimanfaatkan secara optimal. Selain itu merger vertical juga cenderung untuk 

me1akukan perluasan jaringan kerja, pemasaran serta memperluas bahan baku, 

menambah modal atau harta kekayaan, sehingga dari bagian-bagian yang berbeda 
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tersebut masyarakat konsumen dapat mengambil manfaat serta peluang yang lebih 

luas. 

Namun merger vertical ini dapat menyebabkan pemsahaan menguasai produksi 

dari huIu ke hilir, menghalangi pendatang bam dalam bisnis yang bersangklltan 

(Barrier to Entry), menimbulkan kolusi dan menghambat persaingan sehat. Dengan 
; 

demikian, agar suatu tindakan merger dalam bentuk vertical tersebut mempakan suatu 

tindakan pengekangan terhadap pesaing yang baru muncul di pasar (entry barrier), 

maka ada berapa faktor yang hams dipenuhi, antara lain: (Munir Fuady, 1999 : h. 

147) 

a. Derajat integrasi vertical di anlara dua pasar tersebut bersifat ekstensif, 
sehingga dengan memasuki suatll pasar (primary market), maka dianggap 
pula telah memasllki pasar yang lainnya (secondary market); 

b. Sebelum memasuki secondary market, maka produk yang bersangJ.-utan 
hams terlebih dahulu memasuki primary market; 

c. Struktur serta s~fat lain dari primary market sangat kondusif terhadap hal­
hal yang bersifat non competitive dan lebih sulit dibandingkan dengan 
memasuki secondary market. 

!\1ahkamah Agung Amerika Serikat sangat keberatan terhadap praktek merger 

vertikal in~ karen a dikawatirkan dalam merger vertikal ini tindakan merger justm 

tidak ditujukan untuk menciptakan konsentrasi langsung pada perusabaan yang 

menenma penggabungan, akan tetapi lebih pada tertutupnya segmen pasar bagi 

pemsahaan-perusahaan yang bergabung (A. Zen emar Purba, 1992 : h. 32). Untuk 

mengetahui apakah ada segmen pasar yang hilang atau tidak, maka merger vertikal 

ini dapat diuji keabsahannya dengan melihat seberapa besar pasar yang tertutup itu 

tadi. 
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c. .Merger kongiomerat 

Merger konglomerat ini merupakan bentuk penggabungan perusahaan yang 

tidak dapat dilaksanakan secara horizontal maupun vertikal. Dalam merger 

konglomerat ini sebetulnya masing-masing perusahaan tidak mempunyai kegiatan 

bisnis yang saling berhubungan satu sarna lainnya. Bahkan satu perusahaan dengan 
1 

perusahaan laiImya sebelumnya memiliki ciri-ciri khas yang tidak ada hubungan satu 

sarna lain, namun dalam praktek mempunyal kesamaan persepsl dalam 

mengembangkan kegiatan bisnisnya. 

Bentuk merger demikian dapat juga dikatakan sebagai langkah integrasi, yaitu 

dikumpulkannya dalam satu perusahaan sejumlah perusahaan yang beroperasi dalam 

berbagai mata rantai dimana perusahaan satu dengan lainnya merupakan kelanjutan 

dari masing-masing perusahaan yang ada (Annie J:Vaworunfll, 1995,' Il. 4). 

Merger konglomerat ini dibedakan dalam tiga jenis, yaitu: (C.F.G. Sunal'yati 

Harrono, 1991 : I,. 140) 

1. Geographic extention merger : merger yang terjadi apabi/a pernsahaan 
yang menggabungkan diri mendominasi daerah atau wilayah pasar; 

2. Product extention merger : perusahaan yang saling menggabungkan diri 
memproduksi barang alau jasa yang saling berhubungan sam sama lain,' 

3. Conglomerate merger: bila ada perusahaan yang saling menggabungkan 
diri ternyata menlpakan pernsahaan yang produksinya secara ekonomis 
lidak ada hubllngan satu sama lain. 

Merger konglomerat dengan jenis geografis pasar ini dapat menimbulkan 

masalah pada monopoli dan persaingan usaha, karen a jenis merger konglomerat ini 

akan menghambat atau mempersulit pelak'U pasar yang baru datang. Secara umum 

merger konglomerat tersebut juga berpengaruh pada hilangnya "pesaing potensiaf' 

pada pangsa pasar yang sarna. Hal-ini dikarenakan pihak yang bergabung sewaktu 

merger dilakukan tidak dalam kondisi sedang melakukan persaingan secara langsung 
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yang dapat berakibat berubalmya struktur. konsentrasi maupun penguasaan pangs a 

pasar. 

Dengan hilangnya 'pesamg porens:aT'. maka merger konglomerat ini hanya 

akan menimbulkan secondary e..fFect terhadap persaingan pasar. Secara ~uridis kondisi 

demiban tetap dianggap sang at membahayakan pasar yang senantiasa mendJmbakan 

me kanisme harga secara wajar. 

.Mengingat, bahwa pada dasamya bentuk merger secara konglomerat ini sangat 

menggan&,ou upaya penyelamatan dan penciptaan pasar berdasarkan prinsip anti 

monopoli dan persaingan usaha, maka ad3 beberapa kelemahan dalam pelaks'lnaan 

merger konglomerat ini, yaitu antara lain : (.Uunir Fuad)" 1999: It. 96) 

1. Jvferger konglomerat dapat meningkatkan koPlSemrasi pasar; 
2. Alemaksakan manajemen untuk .nengoperasi perusahaan hanya untuk 

mencapai tujuan-tujuan ;angka pendek; 
3. Dapat menyeba~kan misalokasi sumber /inansial dan "lembaga pemberi 

pinjaman; 
4. Dapat merusak moral manajemen serfa staf.1.·ang bekerja. 

Disamping mengandung beberapa kelemahan. pelaksanaan bentuk merger 

konglomerat ini untuk suatu kepentingan dan perkembangan perekonomian, juga 

mengandung beberapa efek positif. antara lain: (Ibid, h. 95) 

1. Aferger konglomerat dapat meningkatkan efisiensi melalui penciptaan : 
- skala ekonol111; 
- kontrak kerja sama operasiona!; 
- perluasan cakupan ekonorni d<mfinansia!: 

2. Jvferger konglomerat ak.an memmbulhm pergerakan aset dengan tingk.at 
penggunaan .vang rendah ke tingkat penggllnaan yang lebih tinggi: 

3. A,Jerger lco11.g/onlerat akan lnenciptakal1 sinergi banl serta meningkatkan 
kinerja manajemen secara efeJ..···f!t'dan efisiel1: dan 

-I. Aferger konglomerat dapat mel~vediakal1 ahes lebih baik terhadap 
pelayanan dan sumber daya yang ada. 
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BAB III 

TUJF~~ DA1~ !\L~,\FAA. T PEl'IELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Penditian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan merger usaha 
1 

seperti yang diatur dalam Cl~ ~o. 5 T ahun 1999 tentang Anti ~-Ionopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui bentuk-bentuk merger yang dilarang dalam UlT No.5 Tahun 1999. 

B. ivlanfaatlKontribusi Penelitian 

Dengan diketahuinya ketentuan merger usaha yang diatur dalam IT No. 5 

Tahun 1999 serta bentuk-bentuk merger yang dilarang dalam IT No.5 Tahun 1999, 

maka diharapkan para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi atau gabungan 

pengusaha dapat memahami serta memilah-milahkan tindakan atau perbuatan mana 

yang diperbolehkan dan tidak dilarang (termasuk tindakan merger) berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam UV );0. 5 tahun 1999 tentang Anti 

l\'1onopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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Penelitian ini hersifat diskripsi analitis dengan menggunakan mdode induktif 

yang dilengkapi pula dengan kajian nonnatif yakni yang mendasarkan pada k~iian , 
nonna yang ada dalam berbagai peraturan perundangan (CD :\0. 1 Tahun 1999, PP 

No. 27 Tahun 1998, L L' No. 5 Tahun 1999) yang mengatur ten tang merger 

berdasarkan UlJ PT serta pengaturan merger dalam lJU Anti monopali. 

Guna menunjang kajian tersebut di atas. maka diperlukan data berupa bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer dapat 

diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

larangan merger dalam UU Antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 

sedangkan bahan hu1:um sekunder dapat diperoleh dari literatur, makalah/hasil 

seminar, hasil penelitian terdahulu, jumal ilmiah, berbagai tulisan di majalah serta 

media masa yang berkaitan dengan obyek pennasalahan. 

Selanjutnya dari data berupa bahan huh.llI1l primer dan sekunder dikumpulkan 

melalui studi kepustakaan. dan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dipaparkan 

secara diskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif diseliai saran-saran 

yang bersifat membangun. Penelitian ini secat·a kuantitatif tidak menggunakan 

meta de perhitungan. 
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BA.BV 

HASIL D.-\i~ PE~mAHASAN 

1. Pengaturan :Merger Dalam L-C ~o. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas 

Banyak literatur menyebutkan, bah\va istilah merger dan akuisisi 

(penggabungan dan pengambilalihan) merupakan dua sejoli yang selalu muncul 

bet"Sama-sama. l'3tilah merger dan akusisi Cvl&A) dapat diibaratkan sepelti dua sisi 

dalam sekeping mata uang yang sebetulnya mempunyai konsep berbeda. Di satu sisi 

merger merupakan suatu konsep umum, sedangkan di sisi lain akuisisi merupakan 

langkah yang harus ditempuh guna melaksanakan konsep tersebut (A. Zen CnuN 

Purha, 1992: h. 29). 

Kedua istilah tersebut muncul secara bersamaan ketika bentuk investasi bisnis 

ini mulai dikenal dan berpengaruh bagi pengambilan keputusan bisnis oleh seseorang. 

Sekitar tahun 1980-an para manajer profesional .-'\merika Serikat banyak yang 

melakukan merger dan akuisisi perusahaan. yakni dengan menggunakan sumber daya 

perusahaan seoptimal mungkin untuk meningkatkan dan memperoleh nilai manfaat 

yang setinggi-tingginya (Lihat .A/ark L. Sirower, 1998: h. 7 - 9). 

Istilah merger dan akuisisi dalam KLJl-I Dagang tidak dijumpai sarna sekali. 

Bahkan dalam LLJ No.1 Tabun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun PP No. 27 

tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan. 

ternyata istilah merger, akuisisi sCl1a konsolidasi juga tidak diketemukan (Lilla! 

pasal-pasaJ yang ada dalam CU No.1 Tahun 1995 dan PP No. ]7 Tahun 1998). 

Praktek dunia usaha/bisnis sering menyebut penggabungan sebagai merger, clan 

istilah akuisisi bial>a disebut dengan pengambilalihan. sedangkan peleburan identik 

dengan konsolidasi (Rudhi Prasetya, 1996: h. 198 dan Felix 0. Soehagjo, 1995: h. 

8). 
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\lenurut Pasal 102 ayat (1) TJU No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang 

Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan merger (penggabungan) adalah suatu 

perbuatan hukum yang dilak'Ukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk dapat 

menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan yang telah ada atau meleburkan 

diri dengan perusahaan lain dan kemudian membentuk perusahaan baru. 

Dalam merger (penggabungan) nampak. bah,va usaha perusahaan yang akan 

digabung itu sudah ada. Bahkan perusahaan yang berkeinginan menggabungkan diri 

tinggal melanjutkan usaha yang sudah ada pada pelUsahaan yang akan digabung, dan 

tidak perIu memulai dengan usahalkegiatan baru ataupun membentuk pemsahaan 

baru lagi. K.onsekuensi dari perbuatan hukum merger ini adalah, bahwa pelUsahaan 

yang menggabungkan diri menjadi bubar, sedangkan perusahaan yang menampung 

atau menerima merger (penggabungan) tetap berdiri utuh dan eksistensi perusahaan 

tersebut tetap diakui adanya. 

Kemudian masalah merger juga diatur dalam Pasall ayat (1) PP 1\0.27 Tahun 

1998 yang menyebutkan, bahwa yang dirnaksud dengan merger (penggabungan) 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pelUsahaan atau Iebih untuk 

menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada dan selanjutnya 

pelUsahaan yang menggabungkan diri mel1iadi bubar. Ketentuan merger dalam PP 

No. 27 Tahun 1998 lebih jelas, sempuma serta lebih mampu mengadopsi dan 

mengakomodir berbagai kepentingan pelaku bisnis saat ini) jib dibandingkan dengan 

pengertian penggabungan yang diatur dalam Pasall02 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995 

tentang PT. 

Pengertian penggabungan (merger) dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 27 Tahun 

1998 ini sudah dapat dipisahkan dengan pengertian peleburan (konsolidasi) yang 

diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1998. Pengertian merger dan 

konsolidasi dalam PP ~o. 27 Tahun 1998 tersebut diatur secara terpisah. dan tidak 

seperti pengaturan dalam Pasal 102 ayat (1) UU No. - 1 Tahun 1995, dimana 

pengertian merger dan konsolidasi diatur dalam satu pasal dan ayat yang sarna. 



1 
18 

Se1anjutnya Pasa11 ayat (2) PP No. 27 tahun 1998 menyebutkan, bahwa yang 

dimaksud dengan pe1eburan (Konso1idai) adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

o1eh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu 

perusahaan baru dan masing-masing perusahaan yang meleburkan diri menjadi bubar. 

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan serta pengambilalihan sepeni 

yang diatur dalam 1J1J No.1 Tahun 1995 serta PP No. 27 Tahun 1998 lebih bersifat 

preventif untuk mencegah timbulnya perbuatan monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat yang dilakukan oleh satu atau sekelompok pdaku usaha tel1entu. 

Selain diatur dalam Pasall02 ayat (1) L1J No.1 Tahun 1995, persoalan merger 

yang berkait dengan aspek persaingan usaha juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1 b) 

{JU No. 1 T ahun 1995 tentang Perseroan T erbatas (PT) yang antara lain disebutkan, 

bahwa: 

"perbuatan huJ. .. um penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan 
hams memperhatikan pula: .... 
b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam mela/mkan usaha". 

Lebih lanjut dalam memori penjelasan pasal tersebut disebutkan pula, bahwa : 
"penggabungan. peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan ka/au 
akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam penggabungan. 
peleburan, dan pengambilalihan harus pula dicegah kemungkinan terjadll1ya 
monopoli atau m onops 0111 dalam berbagai bentuk yang merugikcm 
masv..1rahd' . 

Dalarn dunia usaha, kompetisi alan persaingan merupakan suatu tuntutan dan 

bahkan kebutuhan yang dianggap wajar adanya. Ussaha tanpa disertai persaingan, 

akan berakibat timbulnya keangkuhan. karena merasa paling dibutuhkan oleh 

konsumen. Jika hal ini te~iadi, maka keberadaan konsumen tidak lagi dianggap 

sebagai pihak yang harus dilayani. tetapi justru dianggap sebagai pihak yang dapat 

diperlakukan tidak adil oleh dunia usaha. 

Acapkali perbuatan huk .. um penggabungan/merger berrnaksud untuk menguasai 

pasar dengan cara melakukan monopoli harga dan barang oleh penjual. Guna 
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mencegah terjadinya monopoli dunia us aha dalam kasusu merger, maka di Amreika 

Serikat telah dibentuk UU Antimonopoli. Merger jenis horizontal biasanya 

berpotensial melanggar ketentuan pasal 7 LTU Clayton Tahun 1914, yang pada intinya 

mencegah atau melarang adanya konsentrasi perusahaan hasil merger yang dapat 

mengakibatkan semakin berk.-urangnya persaingan atau kompetisi serta timbulnya 

kecenderunganlterjadinya praktek monopoli dunia usaha. 

2. Pengaturan Laral1gan :Merger Dalam UU No. 5 Tal1Un 1999 tentang 

Alltimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

Di bagian depan sudah dijelaskan, bahwa tindakan merger perusahaan yang 

tidak terkontrol dengan baik berpotensi untuk terjadinya praktek monopoli serta 

persaingan pasar yang tidak sehat. Seperti halnya peraturan-peraturan merger di 

beberapa negara lainnya, pengaturan merger di Indonesia lebih bersifat nde of 

reason, dimana tindakan merger diperbolehkan separijang secara substansial tidak 

mengurangi persaingan usaha. 

Pengaturan merger dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak1ek 

Monopoli dan Persaingan LTsaha diatur dalam Pasa128 dan Pasa129. 

Pasal28 : 
(l j Pelal...-u usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praA:tek monopoli dan aWl( persaingan 
usaha tidak sehat. 

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain. 
apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praAtek monopoli dan 
atau persaingan usaha tidak sehat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha 
:vang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan k.etentuan mengenai 
pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 
diatur dalam peraturan pemerintah. 
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Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan badan usaha dalam Pasal 28 LiLT 

);0. 5 Tahun 1999 tersebut adalah suatu pemsahaan at au bentuk usaha yang berbadan 

hukum maupun suatu bentuk usaha yang tidak atau belum berbadan hukum. 

Pemsahaan atau bentuk usaha ini secara ril atau nyata hams menjalankan jenis usaha 

tertentu yang bersifat tetap dan clikeljakan atau dilaksankan secara terus menerus 

(berkesinambungan) serta mempunyal hl;.iuan yang jelas, yakni mencan 

labaikeuntungan dari usaha yang ditekuninya. 

l~ntuk membantu memahami pasal di atas, kita tidak dapat melepaskan begitu 

saja, artinya bahwa pasal tersebut harus dikaitkan lagi dengan keberadaan Pasal 27 

LLJ No.5 Tahun 1999. Pada Pasa! 27 lJU 1'0 5 Tahun 1999 maka dapat diketahui, 

bahwa kepemilikan saham yang berasal dari tindakan pengambilalihan saham pada 

beberapa perusahaan lain berakibat pada terjadinya praktek monopoli dan persaingan 

curang yang dilarang oleh undang-undang. Untuk Iebih jelasnya dapat dilihat dalam 

pasal tersebut. 

Pelaku usaha dilarang memiliA-i saham minoritas pada beberapa perusahaan 
sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang },lang sama pada pasar 
bersangJ...7Jtan yang sama, atau mendirik.:m beberapa perusahaan yang memiliA-i 
kegiatan usaha .vang sama pada pasar bersangf..:t",tan yang sama, apabi/a 
kepemilikan terse but mengakibmk..111 : 
a. satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku us aha menguasai lebih dan 50 

% (limc:.puluh persen) pangsa pasal' satu jenis barang atau jasa tertentu: 
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 

dari 75 % (tujuhpuluh lima persenJ pangsa pasar satu ]enis -barang atau 
jasa terlentu. 

Jika diamati Pasal 27 UNo. 5 Tahun 1999 tersebut melarang adanya suatu 

perbuatan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan saham minoritas pada 

beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha di bidang yang sarna 

dan pada pasar yang sarna. Selain itu pasal tersebut juga melarang didirikannya 

beberapa perusahaan yang memiliki usaha yang sarna pada pasar yang sarna pula. 

Perbuatan-perbuatan tersebut dalam kenyataannya seringkali kita jumpa~ namun 
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apaLlh perbu..1tan itu dapat memgikan pelaku usaha yang tetap berpegang pada 

prinsip persaingan usaha yang dilakukan secara \vajar dan sehat ? Apakah tindakan 

untuk melarang pelaku usaha mengembangkan usaha dengan cara penggabungan, 

peleburan dan pengambilalihan saham itu dianggap adil ? Hal ini masih merupakan 

ttnda tanya besar bagi kita. 

Selain mengatur masalah pangsa pasar. masalah yang berkaitan dengan 

pengumpulan aset yang dianggap berlebihan dan mengganggu prinsip monopoli dan 

persaingan usaha juga diatur dalam UU No.5 Tahun 1999. 1\-1asa1ah pengumpu1an 

aset yang berlcbihan ini diatur 1ebih bnjut da1am Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999, 

yang berisi antara lain: 

0) Penggabungan atau peleburan badan usaha, a/au pengambilalihan saham 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai as'et dan atau nilai 
penjualannya melebihi jumlah tertentu. lrajib diberitahukan kepada Komisi. 
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan 
serta pengambilalihan terse but. 

(2) Ketentuan mengenai penetapanniiai ase/ dan a/au nilai penjuaian serla tata car,. 
pemberitahuan sebgazmana dimaksud dahlin ayat (1). akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Seperti halnya pada Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, Pasa1 29 sebetulnya 

ditujukan secara khusus kepada pe1aku usaha yang berkeinginan untuk 

mengumpulkan asel secara berlebihan yang dapat mengganggu penerapan pnnslp 

usaha yang antimonopoli dan mendambakan persaingan usaha secara sehat dan \vajar. 

Pada dasarnya pelaku usaha mempunyai hak yang sama dengan pe1aku usaha lainnya 

yang bersifat lebih ekspansif dengan melakukan perbuatan merger, akuisisi dan 

konsolidasi. 1'(amun demikian pelaku us aha juga hams memenuhi kewajibannya 

untuk melaporkan atau memberitahukannya kepada Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU), apabi1a dirinya tetah melakukan perbuatan penggabungan, pe1eburan 

maupun pengambilalihan saham pemsahaan lainnya, ~yang berakibat pada 

penambahan nilai aset dan atau nilai penjua1an me1ebihi jum1ah tertentu. 
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Dengan demikian ada suatu prosedur notifikasi yang hams clilakukan oleh 

pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan tersebut, yang berkaitan dengan 

pemberitahlk1n kepacla Komisi (KPPL). Pe1ak-u usaha clipe1'bolehkan dan itu sah-sah 

saja, apabila dia ingin memperkaya clirinya sepanjang aturan main yang sudah 

disepakati bersama clan dituangkan dalam pe1'aturan pemndang-undangan, ditaati 

dengan penuh rasa tanggung ja\vab. Pelaku usaha dapat saja menaikkan nl1ai 

penjualannya sepanjang tidak melawan huk-um dan ticlak mengurangi esensi 

persaingan usaha yang dilakukan secar'a seha! dan \vajar, dan bahkan mungkin akan 

membawa kemaslahatan pada 1'akyat banyak. 

.. 
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Sebagai akhir dari penelitian ini, maka ada beberapa kesiltlpulan yang dapat 

disampaikan, yaitu bahyva pengaturan larangan merger di Indonesia yang dituangkan 

dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan PraJ..-tek Afonopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat telah banyak diilhami oleh beberapa kejadian serta praktek­

praktek kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang cenderung 

merusak tatanan kehidupan perekonornian yang mendambakan prinsip usaha 

antimonopoli dan persaingan usaha, baik itu yang dilakukan oleh pelaku usaha di luar 

negeri maupun di dalam negeri. 

Disamping itu l)1J No. 5 Tahun 1999 juga telah diilhami oleh beberapa 

ketentuan/peraturan perundang-undangan di berbagai negara, khususnya di Amerika 

Serikat (antara lain The Sherman Act 1890. The Clayton Act 1914. The Federal Trade 

Commission Act 1914 dan Celler - Kefauver Antimerger Act 1950) yang merupakan 

peraturan perundangan cukup lama dan sangat universal sifatnya. 

Secara Khusus pengaturan merger dalam lJU No.5 Talmn 1999 juga melarang 

pelaku usaha ulltuk melakukan penggabungan maupun peleburan serta 

pcngambilalihan saham dari perusahaan lain yang sifatnya dapat menimbulkan 

teziadinya praktek monopoli dan persaingan us aha tidak sehat. Disamping itu dalam 

lJU ~o. 5 Tahun 1999 masalah pengumpulan aset yang berlebihan serta mengganggu 

prinsip antimonopoli dan persaingan usaha melalui perbuatan penggabungan, 

peleburan serta pengambilalihan saham perusahaan lain juga dilarang 

B. Saran 

Disarankan juga, balnva sebaiknya para pelaku usaha di Indonesia harus 

mematuhi pelaksanaan lJU No. 5 Tahun 1999 ini agar supaya dalam melakukan 

kegiatan usahanya dapat lebih tenang dan tidak akan menggunggu kegiatan usaha 
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yang dilakllkan oleh para pelaku usaha lainnya. Hendaknya UU Anti Monopoli dan 

Persaingan Usaha ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen, 

untuk Iebih rnernperiancar kehidupan perekonomian nasional. Jika ada pelaku usaha 

yang rnelanggar ketentuan yang ada dalarn LL No. 5 Tahun 1999 seyogyakan 

dilaporkan kepada Kornisi Pengawas Persaingan. 
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